










BUPATI REIIBANG

PENDAPAT AKHIR BUPATT REi'BANG
PADA RAPAT PARIPURNA

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH MENJADT PERATUMN DAERAH

KABUPATEN REiIBANG
Rembang, 27 Desember 2012

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan
Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Ykh. - Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kab.
Rembang.

Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten
Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Rembang.

- Kepala SKPD se - Kabupaten Rembang.- Camat s+.Kabupaten Rembang, serta Hadirin
sekalian yang berbahagia.

Ykh.
Ykh.
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Pertama-tama, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan
ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan
sehal wal'afiaf pada acara Rapat Paripurna Dewan
Penrvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Rapat
Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Raperda
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah dan Raperda tentang Sumbangan Pihak
Ketiga Kepada Daerah meniadi Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang, telah dapat berjalan dengan
lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan. dari
agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini

Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja
keras Legislatif, sehingga dari seluruh Raperda yang

kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang

efehif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD

Kabupaten Rembang. Adapun Rancangan Peraturan

Daerah tersebut yaitu ;
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1. Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah;

2. Raperda tentang Sumbangan pihak Ketiga
Kepada Daerah
Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan

Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
dalam membahas 2 Rancangan peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah melalui rapat paripurna ini,
saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya.

Dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut
menjadi Perda akan membawa dampak yang penting
bagi peningkatan pengelolaan Lingkungan Hidup dan
PAD, dengan alasan;
Pertama, Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi
kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun tiiiah
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan. Untuk itu, pemerintah
Kabupaten Rembang berdasarkan Undang-Undang
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Nomor 32 Tahun 2009 tentang khususnya dalam pasal
63 ayat (3) memiliki tugas dan wewenang menetapkan
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup tingkat kabupaten/kota. maka diperlukan perda
untuk mengatur pengelolaannya, sehingga
penggunaan sumber daya dapat selaras, serasi, dan
seimbang dengan tungsi tingkungan hidup.
Kedua, Berlakunya Undang-Undang Nomor 2g Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menimbulkan dampak semakin maraknya upaya-upaya
Pemerintah Daerah untuk mengoptimalisasikan
pendapatan daerah selain dari pendapatan Asli
Daerah (PAD) di mana pajak daerah dan retribusi
daerah menjadi komponen-komponennya. Hal ini salah
satunya disebabkan adanya penerapan closed list
sysfem Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah
satu upaya optimalisasi pendapatan daerah adalah
dengan optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah
merupakan salah satu jenis lainJain pendapatan yang
sah. Potensi penerimaan sumbangan pihak kBtiga
kepada daerah cukup besar, mengingat subjek yang
menjadi pihak ketiga dapat mencakup orang pribadi
dan badan yang berada di daerah. Maka pengaturan
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mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah
dalam Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk
menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam
proses penerimaan serta pengelolaan sumbangan
pihak ketiga kepada daerah. Sehingga penerimaan
sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat menjadi
penerimaan yang berpotensi memberikan kontribusi
yang signifikan bagi Daerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai
pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota
dewan pada saat penyampaian pandangan umum,
fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat
Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses
pembahasan maupun sebelumnya telah banyak
mendapat masukan/saran yang menurut hemat kami
merupakan input yang positif dalam penyempumaan
Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin
dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat
kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai
bahan pertimbangan kami dalam merumuskan
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bahan pertimbangan kami dalam merumuskan
berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan
datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat paripuma persetujuan 2 buah
Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan
yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.
Wassal am u' al ai ku m Wr. lllrlb -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Kode Pos 59282
REIBAIG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH
}GBUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PE RSETU JUAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG PENGELOI-AAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBEI.ANJAAN OAN TOKO MODERN

DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang . a. bahwa dengan pesatnya perkembangan dan

pertumbuhan usaha perdagangen eceran di pasar

tradisional dan perdagangan eceran modern yang

s6makin besar di Kabupaten Rembang, maka diperlukan

suatu usaha konkrit untuk melakukan pengelolaan

terhadap pasar tradisional, pusat perbelaniaan dan toko
- 

modern;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan

eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan

eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu

diberdayakan dan dilindungi agd dapat tumbuh dan

berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat

serta saling menguntungkan ;

c. bahwa dengan semakin berkembangnya kondisi situasi yang

semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kabupaten

Rembang maka perlu adanya peraturan tentang Pengelolaan

Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem ;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan

Daerah Kab,r,rpaten Rembang tentang Perqelolaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

e bahwa untuk maksud tersebut pada huruf d perlu persetujuan

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang

ditetapkan dengan Keputusan Dewan Peryvakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1981 tentang Hukum Acara

Pidana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 20O8 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentiig Penataan
I

Ruang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O8 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

den Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang

Kemitraan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tontang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinlah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

Persluran Pernerintah Nornor 50 Tahun 2007 tcntBng Tetra

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah,

14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2P1O lentang

3.

4.

5.

b.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Penyelengrgaraan Penataan Ruang;

Peraturan Presiden Nomor 1'12 Tahun 2007 tentlng Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Per0-6lanjaan dan

Toko Modem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Perdagangan Dan Perindustrian Nomor :

53/M-DAG/PER|12|2OO8 tentang Pedoman Penataan Dan

Pembinaan Pasar Tradisicnal, Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern;

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembenlukan Produk Hukum Daerah;

Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerinlahan yang menjadi Kervenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ;

Peraluran Daerah Kafupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang;

Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 20'10

tentang Tata tertb OPRD Kabupaten Rembang sebagaimana

diubah dengan Peraturan DPRD lGbupaten Reriibang Nomor
-,.

01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan P€Nvakilan Rakyat Oaerah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

2. Pendapal Fraksi-Fraksi Dewan PeNyakrlan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Oesembet 2012.

3. Pembicaraan - Pembicaraan dalam rapat Paripuma Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27
Desember 2012.

MEMUTUSI(AN

Menetapkan .

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern di Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah.

16.

17.

17.

18

't9

20

21 .

22.



KEDUA Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputussn ini menjadi peraturan
Decreh lQbupaten Rrmbang, kcpeda BupaU R.mb.ng,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

?EN

; 27 Oesember 2012
RAIryAT BAEBTH

REMBANE

/?



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 

?J

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295)691194 Kode Pos 59282
REUBAT{G

KEPU'TUSAN DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA
TENTANG SUMBANGAN PII"I,AK KETIGA KEPADA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

lvlenrmbang a bairwa dalam rangka marujudkan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat perlu

didukung dengan sumber daya yang memadai ;

b. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah
satu potensi yang nrerdukung sumber keuangan daerah ;

c. b€hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Sumbangan Pihak Ketiga ;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ditetapkan dengan keputusan Dewan
Kabupaten Rembang .

huruf c perlu persetujuan
Kabupaten Rembang yang
Perwakilan Rakyd Daerah

l:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

2 Undang-Undang Nomor'17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara .

4 lndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir denggn
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahar Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20i t tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;



M€mutuskan i

Menetapkan :

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3E Tahun 2O08 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah ;

9. Peraturan Pefierinlah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada
Daerah;

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi $ Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ; I

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentsng Organisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun2012 tenlang Organisasi danfale Kerla Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang ;

l2.Peraturan Dolran Pennakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2O1O tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraluran Dw,ran Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nonror 0'l Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan
Pennakitan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

1. Laporan Panitia Khusus ll Dewan perwakilan Rakyat d66rah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Deeembet 2012.

2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Penrakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggat 27 Desember 2012-

3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27

Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah lGfupat'en
Rem-bang tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ;

Menyerahkan proses penetapan Rancangan Pera[rran Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menifdi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Rembang
i 27 Oa8f,mbpt 2012

R,AKYAT DAERAH
TEN REMBANG
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DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH

KABUPATEI,I REi'BAI{G
Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295) 691194 Kode Pc 59282

REUBAT{G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH
}qBUPATEN REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPEROA
TENTANG PERLINOUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DII(ABUPATEN REMBANG

.' 
DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang semakin

menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia

dan makluk hidup lainya sehingga perlu dilakukan periindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten

oleh semua Pemangku kepenttngan :

b.bahwapemanasanglobalyangsemakinmeningkatmengakibatkan
perubahan iklim ."t 

"tSS" 
memperprah penurunan kualilas

iingkungan hidup karena itu perlu diperlakukan perlindungan dan

Pengelolaan lingkungan hiduP ; ,i
r

c,bahwalingkunganhidupyangbaikdansehatmerupakanhakasasi
setiap waiga hlegara trdonesia sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 28 I unJang_undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun '1945 
;

d'bahwauntuklebihmenjaminkepastianhukumdanmemberikan
perlindungan dan pengetotaan seluruh ekosistem , pertu mengatur
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten

Rembang ;

e.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam
hurufa.hurufb.hurufcdanhurufd.per|umembentukPeraturan
Oaerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;

f. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf e perlu persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang

ditetapkandenganKeputusanDewanPerwakilanRakyatDaerah
KabuPaten Rembang.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13
Daerah-Daerah kabuPaten
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor I
Pidana:

Tahun 1950 tentang Pembantukan
dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tahun 1981tentang Hukum Acara

'$



3. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang'Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang lGhutanan ,

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentarE Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

PemerintahanDlerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah:

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2Oo7 tentang Penataan Ruang :

L Undang-Undang Nornor 4 Tahun 20Og tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara ;

9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan HiduP ;

lO.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehalan ;

1 1 . UruCang-Undang Nomor 12 Tahun 201 t tentang Pembentskan .

Peraturan Perundang-undangan ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air,

l3.Peraturan Pemerinlan Nomor'18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun '1999 tentang Pengendalian

Pencemaran dan / atau Perusakan Laut ;

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai DamPak Lingkungan ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4'l Tahun 1999 tentang Pengendaliart

Pencemaran Udara ;

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga

Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup di Luar Pengadilan ,

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan dan t alau Pencemaran Lingkungan Hidup yang

Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO1 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun :

20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;



'';:J3:',J',3ff_Jffi#:::"^H'8"J:Hl:n*J^l,tt:rs.pembasian
proprnsi,dan pemerintah o""i"r, r"i-ri_i]; r 

r*3llinn,"nan Daerah

" F:*ffi:, S:I:li*t Nomor 41 rahun 2007 tentans orsanisasi

" ff;J:fi,j""#erintah Nomor 26 rahun2ooo tenrans rara Ruang

" f;ii!"l,?Hgf;lomor +1 rahun 20o8 tenrans Dekonsentrasi

" !;fl'J,i"?:TIi"' Nomor 42 rahun 2oo' tenrans penseroraan

26. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 200g tentang Air Tanah ,

2T.Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 201 I tentang, Sungai ;

" i;,.n{:l}, 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012',. tentang rzin

29. Peraluran presiden 
_Nomor 1 Tahun 2OOl tentang pengesahan,Pengundangan dan penyeoartulsan--"b"L,rr"n perundang_

_Undangan 
;

30. Peraluran Daerah 
"r,flT, Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003tentang pengelolaan

r-int""k"o,p'"-iJn7;i"[:11'E:dll3itrTffJfl "npln"",]."-,7ri
31 Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2oo3tentang penselolaan xi*r"., ii"orrlli'"ii"", Jawa Tengah ;

32.Peraturan Daerah el?qrnf Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2OIxtertang Eaku Mutu Air Limbah : ' ''- "-"
33. Peraturan Daerah tr?l!:, Jawa. Tengah Nomor 5 Tahun 2007tentang pengendalta n ii ng r, n gi n H,d-rptj.r. j,"r, Jawa Tengah ;

U.Peraturan Daerah 
"r:?ir:, jawg Tengah Nomor 6 Tahun 2O1Otentang Tata Ruang Witayah i.rr"i j"il",f"ri"n 

,

" ;:f:'#flX?,['T1.,*. N9To, 2 rahun 2008 tenrans urusan
K;br;il;ft,n'o:';:,menjadi Kewenangan Pemerintah or;;;;

36.Peraturan Daerah kl^lOaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008

5;bf i;1l;f it,d;*$Tir".,r.l#-tffiUfu *m
t' 

ff8il"f;"n"i:ifft:':ten..Rembans Nomor 14 rahun 2011
2011-2031; Ruang wilayah lGbupaten nemoanl r]iun



.i.-

i



Memperhatikan: 1 .

Menetapkan
PER-tAMA

KEDUA

KETIGA

38. Peraturan Delvan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Penarakilan Rakyat Daerah lGbupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Oewan

'-Perwakilan Rakyat Daerah lGbupaten Rernbang.

Laporan Panitia Khusus lll Oa^ran Perwakilan Rak)€t Daorah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

Pendapat Fraksi-Fraksi Derrvan Penrakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27

Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

nemOang tentang ierlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menjadi Peraluran Daerah lGbupaten Rembang'

Menyerahkan proses penetapan Rancangan. Peraturan Daerah

sebagaimana diftum PERTA!,IA Keputusan ini meniadi Peraturan

Daerih Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang'

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan'

Rembang
27 De*mber 2012

RAKYAT DAEMH
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